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Penerbitan buku berjudul <Perbatasan NKRI-RDTL sebagai 

Laboratorium Governansi Transformatif: Perspektif dan Praktik Ilmu 

Pemerintahan= merupakan suatu langkah maju memperkaya literatur 
dalam studi perbatasan. Dewasa ini perbatasan tidak saja dipandang 

sebagai arena pertaruhan kepentingan nasional suatu negara tetapi sudah 

mulai digali lebih dalam sebagai cabang ilmu (limology). Buku bunga 

rampai ini ditulis oleh beberapa akademisi yang ingin menyumbangkan 

pikiran kritisnya bagi kemajuan ilmu pemerintahan (khususnya bidang 

perbatasan) sekaligus mendedikasikannya kepada kampus perbatasan 

Universitas Negeri Timor yang memasuki usia perak (25 tahun).  

Sasaran bidiknya bukan tentang diplomasi lintas batas melainkan 

mendiskusikan pengelolaan perbatasan area Indonesia apakah lebih tepat 

memilih pendekatan keamanan teritorial (state security) ataukah 

cenderung menerapkan strategi keamanan manusia (human security). 

Pilihan strategi tersebut didasarkan pada beberapa variabel antara lain; 

kondisi keamanan perbatasan, aspek sosial budaya dan tingkat 

fisibilitasnya. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa strategi human 

security menjadi suatu keharusan untuk diterapkan di area perbatasan RI-

RDTL sektor barat karena kondisi teritorial perbatasan yang relatif aman, 

adanya kesamaan budaya dan hubungan kekerabatan yang kuat antara 

masyarakat TTU dan Ambeno sebagai sesama atoin meto.  

Secara kultural, cara pandang atoin meto terhadap sesama manusia 

sebagai aok bian sangat memungkinkan untuk menjalin persaudaraan di 

perbatasan <tanpa batas=. Cara pandang tersebut kemudian 
dimanifestasikan dalam tradisi malo’et yaitu saling menyuguhkan sirih 

pinang (dan kapur) sebagai simbol saling menerima satu sama lain 

selayaknya menerima diri sendiri apa adanya.  

Dalam menata perbatasan dengan karakteristik khusus seperti ini, 

penting untuk menghadirkan atoin meto governability yaitu kemampuan 

pemerintah dan elit tradisional menjadi problem solver. Struktur adat 

seperti usif, tobe, mnasi dan lainnya adalah tokoh-tokoh sentral yang 

memiliki pengaruh dan (mungkin) kemampuan memberikan solusi. 

Karenanya, reposisi dan refungsionalisasi lembaga adat merupakan suatu 

keniscayaan agar menjadi partner pemerintah daerah dalam 

menempatkan diri sebagai aktor perubahan di tapal batas. Selain lembaga 
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adat, perguruan tinggi yang senantiasa bekerja dalam kontrol keilmiahan 

pun tampil dalam dua sisi yakni sebagai agen perubahan untuk 

mewujudkan wajah Indonesia yang mempesona sekaligus sebagai second 

track diplomacy.  

Buku yang menawarkan banyak pilihan untuk menatap masa depan 

perbatasan nan cemerlang ini, kami sambut baik. Tidak saja membantu 

pemerintah dalam pengambilan kebijakan pengelolaan perbatasan, tetapi 

juga bagi dunia akademik untuk mendalami dan mengembangkan studi 

perbatasan. Karena itu, ucapan terima kasih pantas kami alamatkan 

kepada tim penulis yang telah berbagi dan tak lupa pula ucapan selamat 

kepada UNIMOR yang telah memasuki usia dewasa.  

 

Selamat membaca, semoga bermanfaat.  

 

 

Kefamenanu, 29 September 2025 
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ANTARA IDENTITAS NASIONAL  

DAN INTEGRASI GLOBAL: MENGANALISIS 

NASIONALISME INDONESIA DALAM  

DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER 

 
Elpius Kalembang 

Bernardus Seran Kehik* 

 

Penelitian ini menganalisis dinamika nasionalisme Indonesia dalam 

kerangka integrasi global dan isu-isu politik terkini. Studi ini menggunakan 

metodologi deskriptif kualitatif yang didasarkan pada tinjauan literatur 

untuk mengkaji evolusi nasionalisme Indonesia dari perlawanan terhadap 

kolonialisme menjadi adaptasi strategis dalam konteks globalisasi. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia sangat penting 

untuk mempertahankan identitas nasional, namun harus berkembang 

untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh modernitas dan 

integrasi global. Perkembangan teknologi digital, media sosial, dan 

mobilitas global secara signifikan mempengaruhi manifestasi nasionalisme 

pada periode pascamodern. Nasionalisme Indonesia kontemporer tidak 

hanya berfungsi sebagai alat ideologis untuk pembentukan bangsa, tetapi 

juga sebagai pendekatan dinamis untuk mengatasi kesulitan geopolitik dan 

perpecahan sosial. Dalam konteks ini, nasionalisme inklusif sangat penting 

untuk memperkuat kohesi sosial, namun nasionalisme eksklusif dapat 

memicu perselisihan identitas. Penelitian ini menyoroti nasionalisme 

sebagai konstruksi sosial yang dinamis dan adaptif yang menyeimbangkan 

pelestarian identitas nasional dengan tuntutan integrasi global. 

 

Pendahuluan 

Dalam mengkaji seluk-beluk nasionalisme Indonesia dalam kerangka 

politik global dan postmodernisme, penting untuk mempertimbangkan 

bagaimana globalisasi telah membentuk kembali identitas dan kesetiaan 

nasional. Munculnya media digital, telah memfasilitasi gelombang 

nasionalisme baru yang sering kali bertentangan dengan gagasan 

tradisional tentang kedaulatan negara, seperti yang terlihat dalam lonjakan 

aktivisme daring yang melampaui batas geografis. Fenomena ini 

mencerminkan pergeseran ke arah pemahaman yang lebih cair tentang 
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MEMOTRET TANTANGAN DAN ISU  

GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA 

 
Dian Festianto* 

 

Good governance merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu tata 

kelola pemerintahan di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama 

dalam implementasi prinsip-prinsip good governance di era modern. 

Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi 

pustaka dengan menggabungkan kajian literatur dan analisis dokumen 

kebijakan. Temuan menunjukkan, meskipun Indonesia telah mengadopsi 

berbagai kebijakan reformasi birokrasi, seperti SP4N-LAPOR dan 

keterbukaan informasi publik, praktik tata kelola pemerintahan masih 

menghadapi hambatan struktural dan kultural. Isu utama yang 

teridentifikasi meliputi tingginya tingkat korupsi, birokrasi yang lambat dan 

tidak efisien, rendahnya partisipasi substantif masyarakat, serta lemahnya 

integrasi digital antar instansi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya 

penguatan komitmen politik, percepatan transformasi digital 

pemerintahan, dan pembangunan budaya birokrasi yang professional 

sebagai strategi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

ideal. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, 

praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi tata kelola 

yang lebih efektif dan adaptif di era disrupsi teknologi. 

 

Pendahuluan 

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan 

fondasi krusial bagi kemajuan dan stabilitas suatu negara, terutama di era 

modern yang ditandai dengan kompleksitas permasalahan dan dinamika 

perubahan yang pesat. Konsep ini tidak hanya terbatas pada sistem 

pemerintahan sebagai sebuah aktivitas, tetapi juga mencakup arah dan 

pengelolaan kebijakan yang berorientasi pada pemerintahan yang bersih 

dan berintegritas (Jatmiko & Gusmayanti, 2022). 

Di Indonesia, isu-isu seputar tata kelola pemerintahan menjadi 

perhatian utama, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap berbagai 

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Good governance menjadi 
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MANAJEMEN STRATEGIS PENGENTASAN 

KEMISKINAN EKSTREM MELALUI KEARIFAN LOKAL 

PASCA TRANSISI KEPEMIMPINAN DAERAH PADA 

WILAYAH PERBATASAN RI-RDTL DALAM 

MENDUKUNG ASTA CITA 

 
Surya Yudha Regif 

Yohanes Imanuel Naif 

Andre Pattipeilohy* 

 
Pengentasan kemiskinan ekstrem di NTT, khususnya wilayah perbatasan, 

merupakan fokus utama pemerintah provinsi yang telah menunjukkan 

penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem dari 6,56% pada 2022 

menjadi 3,93% pada 2023, dengan strategi utama meliputi penurunan 

beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan 

produktivitas, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Pasca 

transisi kepemimpinan daerah, manajemen strategis pengentasan ini 

menekankan pentingnya integrasi kearifan lokal sebagai pondasi dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program, agar solusi yang diterapkan sesuai 

dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu, 

dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk peran 

aktif kepala daerah dalam memimpin percepatan penghapusan kemiskinan 

ekstrem sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022, menjadi faktor kunci 

keberhasilan strategi ini. Sinergi kebijakan dan pelaksanaan program yang 

berkualitas, didukung oleh pemanfaatan kearifan lokal, memperkuat upaya 

pengentasan kemiskinan ekstrem di NTT di wilayah perbatasan RI-RDTL, 

sekaligus mendukung visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Asta 

Cita, yaitu cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan 

sosial. 

 

Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap berbagai 

permasalahan sosial (Mood & Jonsson, 2016). Hal ini timbul dari 

ketidakmampuan individu dalam mempertahankan taraf hidup yang 

manusiawi sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya 
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AKSESIBILITAS PERBATASAN  

INDONESIA-TIMOR LESTE 

 
Verawati Skaut* 

 
Batas negara memiliki peran yang penting karena berfungsi sebagai 

wajah atau pintu masuk suatu negara. Indonesia mempunya perbatasan 

darat dan laut dengan sepuluh negara tetangga, salah satunya adalah 

Timor Leste. Dalam konteks perbatasan darat antara Indonesia dan Timor 

Leste, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah Provinsi yang sebagian 

wilayahnya berbatasan langsung dengan Timor Leste. Wilayah perbatasan 

NTT ini merupakan area baru setelah kemerdekaan Timor-Timur pada 

tahun 2002. Permasalahan yang timbul di daerah perbatasan RI-RDTL saat 

ini cenderung berasal dari aspek sosial ekonomi. Belum jelasnya batas 

wilayah laut masing-masing negara menyebabkan penangkapan ikan baik 

oleh nelayan RI maupun nelayan RDTL masih sering memasuki wilayah laut 

negara yang berbatasan. Kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah 

perbatasan perlu disesuaikan dengan kondisi terkini untuk mengatasi 

berbagai masalah yang muncul. Oleh karena itu, penting untuk melakukan 

kajian mengenai kawasan perbatasan dengan terlebih dahulu menganalisis 

masalah aksesibilitas yang terjadi di lapangan. Secara keseluruhan, 

hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste dalam peningkatan 

aksesibilitas di wilayah perbatasan dinilai positif, dengan komitmen untuk 

terus mempererat kerja sama diberbagai sektor seperti, sosial, pendidikan, 

ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan meskipun belum terwujud 

secara maksimal sehingga perlu adanya peningkatan serta kontrol dari 

kedua negara ini untuk terus mewujudkan kehidupan masyarakat yang 

sejahtera. 

 

Pendahuluan 

Suatu negara bisa disebut merdeka dan berdaulat jika memiliki faktor 

eksistensial yang disebut wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu (a 

defined territory). Indonesia merupakan negara yang secara geografis 

memiliki wilayah tertentu yang bukan saja merupakan sebuah benua atau 

daratan, namun juga sebagai negara yang memiliki wilayah atau dimensi 

nasional yang merupakan kesatuan dari tiga dimensi wilayah yakni darat, 
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SUARA FETO, ARAH DESA:  

MEMBACA PEMBANGUNAN DARI PERSPEKTIF 

PEREMPUAN SEBAGAI NARASI TRANSFORMASI 

GENDER DI WILAYAH ADAT DAWAN 

 
Handrianus Vianey Melin Wula 

Fransiskus Atok* 

 
Perempuan kerap ditempatkan dalam posisi yang dihormati secara 

simbolik dalam budaya lokal. Namun, di balik penghormatan itu, realitas 

sosial sering kali menunjukkan ketimpangan dalam pembagian kekuasaan 

dan tanggung jawab. Tulisan ini mengulas bagaimana peran perempuan 

mengalami transformasi dalam proses pembangunan desa, dengan 

mengambil studi kasus di Desa Subun Bestobe, Kecamatan Insana Barat, 

Kabupaten Timor Tengah Utara. Melalui pendekatan kualitatif dan studi 

lapangan, tulisan ini menelusuri keterlibatan perempuan dalam berbagai 

tahapan Pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pengawasan melalui peran mereka di lembaga-lembaga lokal seperti 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, dan kelompok usaha. 

Hasil kajian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan 

dalam pembangunan desa. Namun demikian, keterwakilan mereka dalam 

struktur kekuasaan formal masih tergolong minim, sementara beban ganda 

antara peran domestik dan publik terus menjadi tantangan utama. Tulisan 

ini menekankan pentingnya peran kelembagaan lokal sebagai meso 

institusi yang dapat menjadi ruang bagi perempuan untuk memperkuat 

kapasitas sosial dan posisi tawar mereka dalam masyarakat. Sebagai 

penutup, penelitian ini merekomendasikan perlunya afirmasi kebijakan, 

perubahan norma-norma budaya yang membatasi, serta integrasi 

perspektif gender secara menyeluruh dalam perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan desa. 

 

Pendahuluan 

Menggugat Pinggiran: Perempuan, Perbatasan, dan Pembangunan Desa 

Wilayah perbatasan kerap dipandang sebagai simbol kehadiran negara 

di titik terluar, namun pada saat yang sama menyimpan ironi yang 

mendalam: justru di sanalah ketimpangan dan ketertinggalan paling nyata 
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BUDAYA POLITIK MASYARAKAT EKS  

TIMOR TIMUR DI WILAYAH PERBATASAN 

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA:  

STUDI KASUS DI KECAMATAN BIKOMI NINULAT 

 
Yosef Kristoforus Taekab 

Heribertus Binsasi* 

 
Tulisan ini mengkaji budaya politik masyarakat eks Timor Timur yang 

bermukim di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan 

fokus studi kasus di Kecamatan Bikomi Nilulat. Masyarakat ini merupakan 

bagian dari diaspora pasca jajak pendapat tahun 1999 yang memilih tetap 

menjadi warga negara Indonesia setelah lepasnya Timor Timur dan 

berdirinya negara Timor Leste. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bentuk, karakteristik, dan dinamika budaya politik yang 

berkembang di tengah masyarakat eks Timor Timur, serta mengidentifikasi 

faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan menggunakan pendekatan 

teoritis dari Gabriel Almond dan Sidney Verba mengenai tipologi budaya 

politik (parokial, kaula, dan partisipan), tulisan ini menunjukkan bahwa 

budaya politik masyarakat eks Timor Timur cenderung berada pada pola 

parokial-subjektif, dengan ketergantungan tinggi pada tokoh tradisional, 

figur informal, dan relasi patron-klien. Namun, terdapat indikasi 

transformasi menuju budaya politik partisipatif, terutama di kalangan 

generasi muda yang lebih terdidik. Dinamika ini dipengaruhi oleh 

pengalaman historis, nilai-nilai adat, isolasi geografis, dan keterbatasan 

akses terhadap pendidikan serta informasi politik. Kajian ini diharapkan 

dapat berkontribusi dalam merumuskan strategi penguatan demokrasi 

lokal dan pembangunan masyarakat perbatasan yang inklusif dan 

partisipatif. 

 

Pendahuluan 

Masyarakat eks Timor Timur merujuk pada warga negara Indonesia 

yang berasal dari Provinsi Timor Timur (sebelum menjadi negara Timor 

Leste pada tahun 2002) dan memilih tetap tinggal atau pindah ke wilayah 

Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah jajak 
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POLITIK YANG MEMBUMI DI PERBATASAN: 

PRAKTIK MANAJEMEN POLITIK ADAPTIF  

DALAM KULTUR LOKAL TIMOR PADA TATA 

KELOLA GARIS DEPAN NKRI–RDTL 

 
Ignasius Usboko* 

 

Tulisan ini membahas bagaimana praktik manajemen politik adaptif 

berkembang dalam kultur lokal masyarakat Timor khususnya Kabupaten 

Timor Tengah Utara di wilayah perbatasan NKRI–RDTL. Permasalahan 

utama yang diangkat adalah ketimpangan antara pendekatan tata kelola 

negara yang birokratis, cenderung prosedural <one man one vote= dalam 
penentuan pemimpin dan realitas politik lokal yang berbasis adat. Studi ini 

menunjukkan bahwa kekuasaan dan legitimasi tidak hanya dijalankan 

melalui struktur formal, tetapi juga melalui mekanisme sosial seperti 

natoni, tok tabua-tamolok tabua dan relasi umane–fetosan atau laes 

matsaos atone-bife dengan memadukan kerangka hybrid governance, legal 

pluralism, dan adaptive governance. Temuan utama memperlihatkan 

bahwa masyarakat perbatasan memiliki sistem politik yang adaptif, 

deliberatif, dan kontekstual, yang mampu menjawab dinamika negara 

sekaligus menjaga kohesi sosial. Naskah ini menegaskan perlunya kebijakan 

publik yang berpijak pada praktik lokal yakni politik yang membumi sebagai 

instrumen menuju tata kelola perbatasan yang lebih sah, inklusif, dan 

berkelanjutan. Akhirnya studi ini menawarkan model konseptual untuk 

merumuskan kebijakan berbasis komunitas di wilayah dengan pluralitas 

otoritas dan nilai. 

 

Pendahuluan 

Politik Membumi: Kekuasaan yang Bertumpu pada Nilai Lokal 

Diskursus tentang pembangunan nasional dalam konteks wilayah 

perbatasan acapkali dilihat sebagai <pinggiran strategis= yang harus dijaga 
dan dibangun dari perspektif pertahanan serta birokrasi administratif. 

Namun, bagi masyarakat Timor bagian tengah utara, perbatasan bukan 

sekadar garis pemisah, melainkan ruang hidup yang mengandung nilai, 

ritus, dan struktur sosial yang khas. Kekuasaan tumbuh dari akar komunitas 

di wilayah ini bukan semata dari struktur negara. Politik dijalankan melalui 
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Pendahuluan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta daya saing untuk setiap daerah perlu juga untuk 

memperhatikan beberapa prinsip seperti: prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, serta keunikan yang ada pada suatu daerah yang ada di sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya 

disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana kemampuan 

pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam, manusia dan 

sumber daya buatan yang dimiliki guna penciptaan kesejahteraan 

masyarakat serta bagaimana meningkatkan pengelolaan fiskal. Dalam 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah ada 

beberapa aspek kinerja keuangan yang dituntut, yaitu: Aspek Pertama, 

Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan APBD, 

pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Aspek 

kedua Pengelolaan pendapatan daerah harus dapat dilakukan secara 

efektif, efisien, serta akuntabel khususnya dalam pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah. Aspek Ketiga, Pengelolaan belanja daerah harus 

sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan prinsip efisiensi serta 

efektivitas. Aspek Keempat, Pengelolaan pembiayaan daerah harus 

dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk menghindari risiko 

keuangan daerah. Aspek Kelima, Pemerintah daerah untuk menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dan 

masyarakat. Laporan pertanggungjawaban ini harus diaudit oleh Badan 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  

LINTAS BATAS INDONESIA DAN TIMOR LESTE 

DENGAN PENDEKATAN NATURAL LANGUAGE 

PROCESSING: ANALISIS KOMPREHENSIF  

DAN DAMPAK SOSIO-EKONOMI 

 
Handrianus Nino 

Melkianus Suni* 

 

Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif mengenai 

implementasi kebijakan lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste, 

dengan fokus pada identifikasi area kebijakan utama, tantangan yang 

dihadapi, dan dampak sosio-ekonomi terhadap komunitas perbatasan. 

Pendekatan Natural Language Processing (NLP) digunakan sebagai 

metodologi untuk mengekstraksi pemahaman mendalam dari sejumlah 

besar data tekstual tidak terstruktur, termasuk dokumen resmi, laporan 

berita, dan publikasi penelitian. Temuan menunjukkan bahwa warisan 

demarkasi kolonial terus membentuk dinamika perbatasan modern, 

menciptakan ketegangan antara kerangka kebijakan formal dan realitas 

lokal. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara diplomasi tingkat tinggi 

dan penerimaan di tingkat komunitas, yang sering kali memicu resistensi. 

Pengelolaan perbatasan juga menghadapi tantangan ganda antara 

penegasan kedaulatan dan fasilitasi kerja sama ekonomi. Aktivitas ilegal, 

yang didorong oleh disparitas ekonomi, menyoroti perlunya pendekatan 

holistik yang melampaui langkah-langkah keamanan semata. Penelitian ini 

merekomendasikan strategi pengelolaan perbatasan yang lebih inklusif, 

harmonisasi kebijakan keamanan dan pembangunan, intervensi ekonomi 

yang ditargetkan, dan pemanfaatan NLP secara berkelanjutan untuk 

pemantauan dan evaluasi kebijakan yang adaptif. 

 

Pendahuluan 

Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste lebih dari sekadar garis 

geografis; ia merupakan kompleks antarmuka yang dibentuk oleh sejarah 

panjang, termasuk warisan kolonial Belanda dan Portugis. Traktat Lisbon 

tahun 1859 dan keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) pada 
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KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA DIGITAL: 

TRANSFORMASI, TANTANGAN, DAN PELUANG 

 
Medan Yonathan Mael* 

 

Revolusi digital telah mengubah secara fundamental hampir setiap 

aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, berbelanja, 

belajar, hingga bekerja. Dunia pemerintahan dan kebijakan publik pun 

tidak luput dari gelombang transformasi ini. Era digital bukan hanya 

sekadar memindahkan proses analog ke dalam bentuk digital, tetapi ia 

menciptakan paradigma baru dalam cara pemerintah beroperasi, melayani 

warga, dan membuat keputusan. Kemunculan teknologi seperti internet, 

big data, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) membuka 

peluang yang belum pernah terbayangkan sebelumnya untuk menciptakan 

kebijakan yang lebih cerdas, efisien, dan partisipatif. 

Di balik semua janji dan optimisme tersebut, era digital juga membawa 

serangkaian tantangan dan dilema baru yang kompleks. Isu-isu krusial 

seperti privasi data, keamanan siber, bias algoritma, dan kesenjangan 

digital (digital divide) menjadi agenda kebijakan yang mendesak untuk 

ditangani. Pemerintah di seluruh dunia kini berlomba untuk beradaptasi, 

mencoba memanfaatkan potensi teknologi sambil memitigasi risikonya. 

Kegagalan dalam menavigasi era ini tidak hanya akan membuat sebuah 

negara tertinggal, tetapi juga dapat menciptakan bentuk bentuk baru dari 

ketidakadilan dan kontrol sosial. 

Penelitian ini akan memulai pembahasannya dengan konsep E-

Government, yakni melihat bagaimana pemerintah menggunakan teknologi 

untuk mereformasi layanan publik dan birokrasi internalnya. Selanjutnya 

akan dibahas dunia big data dan analitik, untuk melihat bagaimana data 

yang melimpah dapat diolah menjadi wawasan berharga untuk 

merumuskan dan mengevaluasi kebijakan. Penelitian ini juga akan 

membahas potensi transformatif, sekaligus risiko, dari penerapan 

kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan publik. Perjalanan 

gagasan yang tidak berhenti pada aspek teknokratis akan dilanjutkan 

dengan mengeksplorasi sisi demokrasi dari era digital, yaitu bagaimana 

teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam 

proses kebijakan melalui platform e-participation dan crowdsourcing. 

Refleksi kritis mengenai tantangan utama yang harus dihadapi, terutama 



 

156 | Perbatasan NKRI-RDTL sebagai Laboratorium Governansi Transformatif 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Adelle, C., & Weiland, S. (2012). Policy assessment: The state of the art. 

Impact Assessment and Project Appraisal, 30(1), 25–35.  

https://doi.org/10.1080/14615517.2012.663268 

Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, S., 

Achadi, E. L.,... & Shankar, A. H. (2019). Universal health coverage in 

Indonesia: Concept, progress, and challenges. The Lancet, 

393(10166), 75–102. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-

7 

Anderson, J. E. (2015). Public policymaking (8th ed.). Cengage Learning. 

Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance 

strategy. Journal of Public Administration Research and Theory, 28(1), 

16-32. https://doi.org/10.1093/jopart/mux030 

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Elections, 

clientelism, and the state in Indonesia. Cornell University Press. 

Aven, T. (2016). Risk assessment and risk management: Review of recent 

advances on their foundation. European Journal of Operational 

Research, 253(1), 1–13. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.12.023 

Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). A practical guide for policy analysis: 

The eightfold path to more effective problem solving (6th ed.). CQ 

Press. 

Bason, C. (2018). Leading public sector innovation: Co-creating for a better 

society (2nd ed.). Policy Press. 

Basri, M. C. (2021). The Indonesian economy in the time of COVID-19: A 

tale of two crises. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 57(3), 

265–289. https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2000255 

Baumgartner, F. R., Jones, B. D., & Leech, B. L. (2018). Lobbying and policy 

change: Who wins, who loses, and why. University of Chicago Press. 

Beetham, D. (2013). The legitimation of power (2nd ed.). Palgrave 

Macmillan. 

Bennet, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: 

Digital media and the personalization of contentious politics. 

Information, Communication & Society, 15(5), 739-768.  

https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661 

Berry, J. M., & Wilcox, C. (2018). Interest groups and lobbying: Pursuing 

political interests in America. Westview Press. 

https://doi.org/10.1080/14615517.2012.663268
https://doi.org/10.1080/14615517.2012.663268
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7
https://doi.org/10.1093/jopart/mux030
https://doi.org/10.1093/jopart/mux030
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.12.023
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.12.023
https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2000255
https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2000255
https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661
https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661


 

Kebijakan Publik di Era Digital | 157 

Birkland, T. A. (2020). An introduction to the policy process: Theories, 

concepts, and models of public policy making (5th ed.). Routledge. 

BNPB. (2022). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2044. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

Bobrow, D. B., & Dryzek, J. S. (2020). Policy analysis by design (2nd ed.). 

Routledge. 

Boslaugh, S. (2020). Secondary data sources for public health: A practical 

guide. Cambridge University Press. 

Bovaird, T., & Löffler, E. (2003). Evaluating the quality of public governance: 

Tensions in a 'four-quadrant' model. International Review of 

Administrative Sciences, 69(3), 315-327. 

Brabham, D. C. (2013). Crowdsourcing. MIT Press. 

Briceno, B. (2021). Monitoring and evaluation: A practitioner's guide. In 

The Practice of International Development (pp. 37-56). Routledge. 

Broughel, J., & Hahn, R. W. (2021). The consequences of regulatory 

accumulation and a path forward. Journal of Benefit-Cost Analysis, 

12(2), 241-262. https://doi.org/10.1017/bca.2020.31 

Bryson, J. M. (2018). Strategic planning for public and nonprofit 

organizations: A guide to strengthening and sustaining 

organizational achievement (5th ed.). Jossey-Bass. 

Cairney, P. (2019). Understanding public policy: Theories and issues (2nd 

ed.). Red Globe Press. 

Cairney, P., & Oliver, K. (2017). Evidence-based policymaking is not like 

evidence-based medicine, so how far should you go to bridge the 

divide between evidence and policy?. Health Research Policy and 

Systems, 15(1), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x 

Cartwright, N., & Hardie, J. (2012). Evidence-based policy: A practical guide 

to doing it better. Oxford University Press. 

Crawford, K. (2021). The atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs 

of artificial intelligence. Yale University Press. 

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed 

methods research (3rd ed.). Sage publications. 

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis (6th ed.). Routledge. 

Dye, T. R. (2017). Understanding public policy (15th ed.). Pearson. 

Engin, Z., & van Dijk, J. (2020). The digital transformation of government: A 

new agenda for public administration research. Government 

Information Quarterly, 37(4), 101529. 

Freeman, R. E., Harrison, J. S., & Zyglidopoulos, S. (2018). Stakeholder 

theory: The state of the art. Cambridge University Press. 

https://doi.org/10.1017/bca.2020.31
https://doi.org/10.1017/bca.2020.31
https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x
https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x


 

158 | Perbatasan NKRI-RDTL sebagai Laboratorium Governansi Transformatif 

Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of 

citizen participation and its future. Public Administration Review, 

75(4), 513-522. https://doi.org/10.1111/puar.12361 

Geddes, B., Wright, J., & Frantz, E. (2018). How dictatorships work: Power, 

personalization, and collapse. Cambridge University Press. 

Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. 

(2016). Impact evaluation in practice (2nd ed.). World Bank 

Publications. 

Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). How to save a constitutional democracy. 

University of Chicago Press. 

Greene, J. C. (2007). Mixed methods in social inquiry. John Wiley & Sons. 

Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World. 

Princeton University Press. 

Harper, S. (2017). Ageing societies: Myths, challenges and opportunities. 

Routledge. 

Head, B. W. (2017). Wicked problems in public policy. Palgrave Macmillan. 

Hermanto, B., & Suryanto, S. (2017). The challenges of civil servant 

competency in Indonesia. International Journal of Administrative 

Science & Organization, 24(2), 105-111. 

Hodge, G. A., & Greve, C. (2017). On public–private partnership 

performance: A contemporary review. Public Works Management & 

Policy, 22(1), 55-78. https://doi.org/10.1177/1087724X16657830 

Iyengar, S., & Westwood, S. J. (2015). Fear and loathing across party lines: 

The emotional underpinnings of political polarization. American 

Journal of Political Science, 59(3), 690-707.  

https://doi.org/10.1111/ajps.12152 

Jacobs, M., & Mazzucato, M. (Eds.). (2016). Rethinking capitalism: 

Economics and policy for sustainable and inclusive growth. John 

Wiley & Sons. 

Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption 

barriers and myths of open data and open government. Information 

Systems Management, 29(4), 258-268.  

https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740 

Katz, R. S., & Mair, P. (2018). Democracy and the cartelization of political 

parties. Oxford University Press. 

KemenPAN-RB. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. 

Kenney, M., & Zysman, J. (2016). The rise of the platform economy. Issues 

in Science and Technology, 32(3), 61-69. 

https://doi.org/10.1111/puar.12361
https://doi.org/10.1111/puar.12361
https://doi.org/10.1177/1087724X16657830
https://doi.org/10.1177/1087724X16657830
https://doi.org/10.1111/ajps.12152
https://doi.org/10.1111/ajps.12152
https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740
https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740


 

Kebijakan Publik di Era Digital | 159 

Kingdon, J. W. (2014). Agendas, alternatives, and public policies (2nd ed.). 

Pearson. 

Kitchin, R. (2014). The data revolution: Big data, open data, data 

infrastructures & their consequences. Sage. 

Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2021). Public policy: Politics, analysis, and 

alternatives (7th ed.). CQ Press. 

Levin, H. M., McEwan, P. J., & Belfield, C. (2017). Cost-effectiveness analysis: 

Methods and applications (2nd ed.). Sage publications. 

Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2013). Memperbaiki Kualitas Demokrasi di 

Indonesia: Sebuah Kerangka untuk Aksi. Freedom Institute. 

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in 

public services (30th Anniversary ed.). Russell Sage Foundation. 

Mankiw, N. G. (2021). Principles of economics (9th ed.). Cengage Learning. 

Maryudi, A., Nawir, A. A., Siscawati, M., & Sofiyuddin, M. (2021). Whither 

social forestry in Indonesia? Forest and Society, 5(2), 263-276. 

https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.11584 

Mason, L. (2018). Uncivil agreement: How politics became our identity. 

University of Chicago Press. 

McCombs, M. (2018). Setting the agenda: The mass media and public 

opinion (2nd ed.). Polity Press. 

Meijer, A. J. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. 

Public Administration Review, 73(3), 429-439. 

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: 

Results from a systematic review. Government Information Quarterly, 

36(4), 101351. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002 

Mietzner, M. (2020). Reinventing Asian populism: Jokowi's democratic-

technocratic and illiberal-populist styles. ISEAS-Yusof Ishak Institute. 

Mintrom, M. (2019). So you want to be a policy entrepreneur?. Policy 

Design and Practice, 2(4), 307-323.  

https://doi.org/10.1080/25741292.2019.1673327 

Mishan, E. J., & Quah, E. (2020). Cost-benefit analysis (6th ed.). Routledge. 

Morra Imas, L. G., & Rist, R. C. (2009). The road to results: Designing and 

conducting effective development evaluations. World Bank 

Publications. 

Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). Public participation for 21st century 

democracy. John Wiley & Sons. 

Nakaya, A. (2018). Overcoming the curriculum reform dilemma: an analysis 

of the "2013 curriculum" reform in Indonesia. E-Journal of 

Comparative and International Education, 7(1). 

https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.11584
https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.11584
https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.11584
https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002
https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002
https://doi.org/10.1080/25741292.2019.1673327
https://doi.org/10.1080/25741292.2019.1673327


 

160 | Perbatasan NKRI-RDTL sebagai Laboratorium Governansi Transformatif 

OECD-DAC. (2019). Better criteria for better evaluation: Revised evaluation 

criteria definitions and principles for use. OECD/DAC Network on 

Development Evaluation. 

O'Neil, C. (2016). Weapons of math destruction: How big data increases 

inequality and threatens democracy. Crown. 

Ostrom, E. (2015). Governing the commons: The evolution of institutions for 

collective action. Cambridge University Press. 

Panopoulou, E., Tambouris, E., & Tarabanis, K. (2014). A framework for 

evaluating e-participation platforms. Information & Management, 

51(3), 372-386. 

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: 

Integrating theory and practice (4th ed.). Sage publications. 

Peters, B. G. (2018). The politics of bureaucracy: An introduction to 

comparative public administration (7th ed.). Routledge. 

Piketty, T. (2020). Capital and ideology. Harvard University Press. 

Prasojo, E. (2018). Challenges of civil service reform in a decentralized 

Indonesia. In Public Sector Reform in ASEAN Member Countries and 

Korea (pp. 55-80). Korean Institute of Public Administration. 

Pratama, A. R. (2020). The effectiveness of the national public service 

complaint management system (SP4N-LAPOR!) in Indonesia. Policy & 

Governance Review, 4(3), 186-203.  

https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.189 

Purba, H. S. (2021). The role of waste banks in managing municipal solid 

waste in Indonesia. Journal of Environmental Management, 297, 

113298. 

Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Ilham, Q. P., Pacheco, P., 

Nurfatriani, F., & Suhendang, E. (2021). Reconciling oil palm 

economic development and environmental conservation in 

Indonesia: A value chain approach. Forest Policy and Economics, 123, 

102375. 

Ravallion, M. (2016). The economics of poverty: History, measurement, and 

policy. Oxford University Press. 

Resosudarmo, B. P., Alisjahbana, A. S., & Nurkholis, N. (2020). The 

economy-wide impact of reducing energy subsidies in Indonesia. 

Energy Policy, 137, 111103.  

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111103 

Rich, A. (2004). Think tanks, public policy, and the politics of expertise. 

Cambridge University Press. 

 

https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.189
https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.189
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111103
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111103


 

Kebijakan Publik di Era Digital | 161 

Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). Policy mixes for sustainability 

transitions: An extended concept and framework for analysis. 

Research Policy, 45(8), 1620-1635.  

https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004 

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: 

Causes, consequences, and reform (2nd ed.). Cambridge University 

Press. 

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). Evaluation: A 

systematic approach (7th ed.). Sage publications. 

Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach 

(4th ed.). Pearson. 

Sachs, J. D. (2015). The age of sustainable development. Columbia 

University Press. 

Schlozman, K. L., Verba, S., & Brady, H. E. (2012). The unheavenly chorus: 

Unequal political voice and the broken promise of American 

democracy. Princeton University Press. 

Schradie, J. (2018). The digital production gap: The digital divide and Web 

2.0 collide. Poetics, 68, 50-64. 

Schwab, K. (2022). The Great Narrative. Forum Publishing. 

Schwindt-Bayer, L. A., & Tavits, M. (2016). Clarity of responsibility, platform 

distinctiveness, and democratic accountability. Oxford University 

Press. 

Stiglitz, J. E. (2017). Globalization and its discontents revisited: Anti-

globalization in the era of Trump. WW Norton & Company. 

Sunstein, C. R. (2018). #Republic: Divided democracy in the age of social 

media. Princeton University Press. 

Torfing, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2019). Transforming the public 

sector into an arena for co-creation: A literature review and a new 

research agenda. Public Management Review, 21(5), 629-648. 

Tucker, J. A., Guess, A., Barberá, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S.,... & 

Nyhan, B. (2018). Social media, political polarization, and political 

disinformation: A review of the scientific literature. Hewlett 

Foundation. 

Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law. Princeton University Press. 

UN PRI. (2021). The Inevitable Policy Response: 2021 Policy Forecasts. 

Principles for Responsible Investment. 

UNEP. (2011). Towards a green economy: Pathways to sustainable 

development and poverty eradication. United Nations Environment 

Programme. 

https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004
https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004


 

162 | Perbatasan NKRI-RDTL sebagai Laboratorium Governansi Transformatif 

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for 

Sustainable Development. UN Publishing. 

United Nations. (2022). E-Government Survey 2022: The Future of Digital 

Government. UN Publishing. 

van Dijk, J. A. (2020). The digital divide. Polity Press. 

Vatn, A. (2020). Environmental governance: Institutions, policies and 

actions. Edward Elgar Publishing. 

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news 

online. Science, 359(6380), 1146–1151.  

https://doi.org/10.1126/science.aap9559 

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). Policy analysis: Concepts and practice 

(6th ed.). Routledge. 

Weiss, C. H. (1999). The interface between evaluation and public policy. 

Evaluation, 5(4), 468-486. 

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press. 

World Bank. (2017). World Development Report 2017: Governance and the 

Law. World Bank. 

World Bank. (2021). Indonesia Economic Prospects, June 2021: The Green 

Road to Recovery. World Bank. 

World Health Organization. (2021). Building health systems resilience for 

universal health coverage and health security during the COVID-19 

pandemic and beyond. WHO. 

Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2018). Policy capacity: A conceptual 

framework for understanding policy competences and capabilities. 

Policy and Society, 37(2), 165-171. 

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods 

(6th ed.). Sage publications. 

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human 

future at the new frontier of power. PublicAffairs. 

 

  

https://doi.org/10.1126/science.aap9559
https://doi.org/10.1126/science.aap9559


 

 

 

MERETAS SEKAT BIROKRASI MELALUI  

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI  

PERBATASAN INDONESIA–TIMOR LESTE 

 
Egidius Fkun* 

 
Wilayah perbatasan sering kali dipandang sebagai daerah pinggiran 

yang tertinggal dalam pembangunan. Di kawasan perbatasan Indonesia–
Timor Leste, kondisi ini tercermin dari lemahnya praktik kerja sama antar 

daerah, meskipun potensi sosial, ekonomi, dan budaya sangat besar. 

Tulisan ini berupaya mengeksplorasi urgensi kerja sama antar pemerintah 

daerah di perbatasan, mengidentifikasi hambatan utama yang membentuk 

sekat kelembagaan dan sosial, serta menelaah peluang strategis yang 

dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas daerah. Metode yang 

digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder 

dan temuan lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerja sama antar 

daerah di wilayah perbatasan hingga kini belum optimal karena 

dipengaruhi oleh faktor keterbatasan kapasitas, ego sektoral, minimnya 

regulasi, dan lemahnya komitmen politik. Padahal, peluang kerja sama 

terbuka luas pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian-peternakan, 

serta pemasaran produk unggulan daerah. Oleh karena itu, strategi 

<meretas sekat= ditawarkan sebagai pendekatan untuk menumbuhkan 
kesadaran kolektif, memperkuat kelembagaan, menyusun baseline data, 

serta membangun forum kerja sama lintas kabupaten. Dengan dukungan 

regulasi dan kebijakan nasional, kerja sama antar daerah di perbatasan 

dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang 

inklusif, sinergis, dan berkelanjutan. 

 

Pendahuluan 

Wilayah perbatasan kerap dipersepsikan sebagai <halaman belakang= 
negara tempat di mana kebijakan pembangunan sering tertinggal, 

konektivitas terbatas, dan kerja sama lintas daerah belum optimal. Di 

kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste, kondisi ini terlihat pada 

minimnya kerja sama antar daerah di sisi Indonesia yang berbatasan 

langsung dengan negara tetangga. Padahal, wilayah perbatasan memiliki 
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GENDER DAN PERBATASAN 

 
M. Angela Merici Siba* 

 
Pendahuluan  

Isu gender bukan merupakan isu yang baru dibicarakan. Gender bukan 

dipahami sebagai jenis kelamin biologis tetapi maknanya lebih kepada 

peran yang terbentuk secara sosial. Dalam Women’s Studies Encyclopedia 

dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya 

membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, 

dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang 

berkembang dalam Masyarakat (Mazaya, 2014). Laki-laki dan Perempuan 

sering dibedakan dalam hal jenis kelamin dan perannya dalam lingkungan 

sosial. Perbedaan tersebut mengakar dan terus terkonstruksi. Meskipun 

banyak perjuangan yang dilakukan untuk membangun pemahaman 

masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki, tetapi masih terdapat 

ketimpangan yang terus membedakan perempuan dan laki-laki. Perbedaan 

tersebut seperti pola kerja, keterlibatan di lingkungan sosial termasuk 

dalam politik, akses perempuan terhadap Pendidikan, dan hak untuk 

mendapatkan pekerjaan.  

Gender merupakan sebuah konsep yang merujuk pada peran, perilaku, 

dan atribut yang dianggap sebagai karakteristik khas laki-laki dan 

Perempuan dalam suatu Masyarakat (Tanjung, Ishomuddin, Wahyudi, & 

Saleh, 2024). Perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang sering 

dibedakan berdasarkan faktor sosial, budaya dan lingkungan. Hal ini yang 

mengakibatkan Perempuan sering terpinggirkan, mengalami diskriminasi, 

bahkan tindakan kekerasan. Laki-laki dianggap bertanggung jawab dalam 

mencari nafkah, sehingga perannya dianggap lebih penting dan 

keterlibatannya dalam lingkup sosial, politik dan budaya lebih diutamakan. 

Berbeda dengan perempuan yang dianggap lemah dan hanya mampu 

bekerja dalam lingkup rumahan, sehingga perannya cenderung dibatasi. 

Ketimpangan ini pun menjadikan laki-laki lebih diutamakan dalam hal 

Pendidikan. Laki-laki diberikan pendidikan yang mengarahkan mereka 

untuk terjun aktif dalam kegiatan publik. Perempuan pun diberi 

kesempatan yang sama, namun karena terbentur dengan adat dan tradisi, 

hanya sedikit saja perempuan yang terus bersekolah hingga tingkatan yang 

tinggi (Ningrum, 2018). Perempuan lebih banyak tidak mengenyam 
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KEDAULATAN DI PERBATASAN NKRI-RDTL 

 
Mariano Sengkoen* 

 

Penelitian ini menganalisis ketahanan nasional di wilayah perbatasan 

NKRI-RDTL dengan menyoroti peran sentral pemerintahan daerah dalam 

menjaga stabilitas negara. Perbatasan, meskipun seringkali terabaikan 

dalam diskursus ketahanan nasional, merupakan area yang penuh dengan 

tantangan tersembunyi yang membutuhkan perhatian serius. Ketahanan 

nasional di perbatasan tidak hanya bergantung pada dimensi militer, tetapi 

juga pada kearifan lokal, diplomasi lintas batas, dan pembangunan 

ekonomi yang inklusif. Melalui integrasi teori kontrak sosial, 

governmentality, dan neoliberalisme, penelitian ini menegaskan bahwa 

pemerintah daerah berperan sebagai mediator antara kebijakan pusat dan 

masyarakat lokal. Dalam konteks ini, teori kontrak sosial dari Hobbes, 

Locke, dan Rousseau diterjemahkan menjadi kebijakan yang mendukung 

partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap kearifan lokal. Sementara 

itu, prinsip governmentality Foucault diterapkan dalam pengaturan lokal 

yang produktif, di mana pemerintah daerah mengatur kehidupan 

masyarakat untuk menjaga ketahanan. Penelitian ini juga menyoroti 

diplomasi berbasis masyarakat di wilayah perbatasan sebagai salah satu 

contoh nyata bagaimana ketahanan nasional bisa diperkuat dengan 

pendekatan non-tradisional. Pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat 

dapat berkolaborasi untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi di 

perbatasan. Dengan demikian, ketahanan nasional di perbatasan 

memerlukan pendekatan multidimensi yang didukung dengan desain 

kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. 

 

Pengantar  

Ketahanan nasional, sebagai konstruk multidimensional yang 

menautkan dimensi politik, keamanan, sosial, dan ekonomi, menjadi 

kerangka epistemik fundamental dalam menghadapi tantangan perbatasan 

NKRI–RDTL yang sarat kompleksitas. Dalam era globalisasi sekaligus 
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COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM  

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK BATAS NEGARA 
(Studi Kasus pada Segmen Noelbesi-Citrana antara Negara  

Republik Demokratik Timor Leste dan Negara Republik Indonesia) 

 
Yakobus Kolne* 

 

Dalam konteks kontemporer, seiring dengan intensitas dan luasnya 

masyarakat transnasional (transnational communities) dan nasionalisme 

berkaitan erat dengan masalah kedaulatan. Isu perbatasan merupakan 

masalah keamanan tradisional, sesungguhnya menjadi semakin kompleks 

dengan munculnya isu-isu baru seperti konflik etno-religius, perdagangan 

manusia, perdagangan senjata ilegal, perdagangan narkoba, pencucian 

uang, terorisme, dan lain-lain. Permasalahan perbatasan antara Indonesia 

dan Timor Leste dibagi ke dalam dua kategori sengketa perbatasan, yaitu 

unresolved segment dan unsurveyed segment. Pada kasus Noelbesi-Citrana 

adanya dua kategori dimana Indonesia menghendaki garis batas negara 

berada pada posisi sebelah barat sungai kecil. Namun, Timor Leste memiliki 

pandangan berbeda. Oleh karena itu melalui keterbatasan pemerintah 

sebagai pelayan publik untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang baik 

perlu melibatkan pihak lain agar dapat mencapai hasil tersebut secara 

maksimal. Di sadari bahwa kolaborasi itu ada karena adanya sifat saling 

membutuhkan antar organisasi dalam mengurusi suatu permasalahan atau 

kegiatan. 

 

Pendahuluan 

Isu perbatasan yang masuk dalam kualifikasi masalah keamanan 

tradisional, sesungguhnya menjadi semakin kompleks dengan munculnya 

isu-isu baru seperti konflik etno-religius, perdagangan manusia, 

perdagangan senjata ilegal, perdagangan narkoba, pencucian uang, 

terorisme, dan lain-lain. Hal ini merupakan sebuah tantangan negara yang 

harus dicegah dan bahkan diatasi secara baik dan fokus sehingga tidak 

berdampak pada stabilitas negara. Salah satu faktor penyebab adalah 

lemahnya kebijakan perbatasan dan pengawasannya yang merupakan 

undangan tidak langsung terhadap munculnya berbagai aktor internasional 

dengan berbagai agenda jahatnya. 
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CROSS BORDER TRADE DAN  

FENOMENA PASAR ILEGAL DI  

PERBATASAN INDONESIA DAN TIMOR LESTE 

 
Ronaldus Nurak 

Remigius Seran* 

 

Perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste memiliki 

dinamika yang unik karena dipengaruhi oleh faktor sejarah, geografis, 

sosial, dan ekonomi masyarakat perbatasan. Di tengah upaya formal 

pemerintah kedua negara untuk mengatur arus barang melalui pos lintas 

batas resmi, praktik pasar ilegal tetap tumbuh subur sebagai bagian dari 

aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat. Pasar ilegal ini muncul akibat 

keterbatasan akses distribusi, tingginya kebutuhan barang konsumsi harian, 

disparitas harga antara kedua negara, serta lemahnya pengawasan di jalur-

jalur non-resmi. Keberadaan pasar ilegal memberikan manfaat ekonomi 

langsung bagi masyarakat perbatasan, khususnya dalam pemenuhan 

kebutuhan dan peluang mata pencaharian, namun di sisi lain menimbulkan 

tantangan serius terkait pengendalian keamanan, potensi kerugian negara 

dari sektor pajak dan bea cukai, serta risiko kriminalitas. Fenomena pasar 

ilegal di perbatasan Indonesia dan Timor Leste menuntut adanya langkah 

strategis dari pemerintah untuk menanganinya secara komprehensif. 

Selama ini, pasar ilegal tidak hanya dipicu oleh lemahnya pengawasan, 

tetapi juga oleh kebutuhan nyata masyarakat perbatasan yang bergantung 

pada akses cepat dan murah terhadap barang konsumsi. 

 

Pendahuluan 

Perdagangan lintas batas telah ada sejak zaman kuno, namun 

perkembangan teknologi dan globalisasi telah mendorongnya menjadi 

lebih dinamis dan kompleks. Jalur perdagangan kuno seperti Jalur Sutra 

menghubungkan Asia dengan Eropa, memungkinkan pertukaran barang 

seperti rempah-rempah, sutra, dan barang berharga lainnya. Pada masa itu, 

perdagangan lintas batas tidak hanya melibatkan transaksi ekonomi, tetapi 

juga pertukaran budaya dan teknologi antara berbagai peradaban. Pada 

abad ke-20, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi, seperti 

kapal laut, kereta api, dan pesawat terbang, semakin mempercepat laju 
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SENI MENYARING PEMIMPIN:  

EKSPLORASI STRATEGI REKRUTMEN CALON 

KEPALA DAERAH OLEH DPC PDIP  

KABUPATEN MALAKA 
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Dalam lanskap politik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

demokrasi, sistem multipartai hadir sebagai pilar utama dalam mekanisme 

pemilihan umum yang inklusif. Sistem ini memungkinkan keterlibatan 

banyak partai politik dalam kontestasi kekuasaan, baik secara mandiri 

maupun melalui aliansi strategis, guna merebut legitimasi pemerintahan 

dalam berbagai tingkatan, mulai dari kepemimpinan nasional hingga 

pemerintahan lokal seperti pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten. 

Dinamika ini menempatkan partai politik bukan sekadar sebagai entitas 

kompetitif, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam proses kaderisasi 

dan seleksi kepemimpinan daerah. Penelitian ini mengangkat studi kasus 

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) 

Kabupaten Malaka sebagai fokus kajian, dengan tujuan mendalami strategi 

politik yang diterapkan dalam proses rekrutmen calon kepala daerah, 

khususnya dalam rangka menghadapi kontestasi Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Malaka Tahun 2019. Pendekatan metodologis yang digunakan 

bersifat kualitatif deskriptif, dengan landasan studi kasus sebagai teknik 

eksplorasi terhadap fenomena politik lokal yang kompleks. Hasil temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa DPC PDIP Kabupaten Malaka 

mengimplementasikan model rekrutmen politik yang bersifat terbuka, 

memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat, baik sebagai 

calon anggota maupun simpatisan partai. Namun demikian, dalam proses 

seleksi calon kepala daerah, partai menerapkan sistem penyaringan 

bertahap berbentuk piramida, di mana setiap kader internal diseleksi 

secara berjenjang guna menjaring figur terbaik dan paling representatif 

untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Adapun kualifikasi utama yang 

menjadi syarat pengusungan tidak hanya menekankan pada aspek 

akademik (seperti kepemilikan ijazah pendidikan minimal strata satu) 

tetapi juga mencakup kapasitas intelektual, pola pikir yang inovatif, 
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JALAN TERJAL MENUJU GARIS AKHIR:  

MENGURAI PROBLEMATIKA PENYELESAIAN  

BATAS DARAT INDONESIA-TIMOR LESTE 

 
Yosef Serano Korbaffo* 

 

Penyelesaian batas darat Indonesia-Timor Leste tidak berjalan mulus. 

Tahun 2005, meskipun 907 koordinat titik batas (96%) berhasil disepakati 

kedua negara, ada dua persoalan pada segmen unresolved dan unsurveyed 

yang diwariskan hingga saat ini. Pertanyaan lalu muncul, bagaimana proses 

penyelesaian batas darat pada kedua segmen dimaksud. Sejauh ini 

penyelesaian batas kedua negara sudah on the track. Misalnya titik Dilumil-

Memo berhasil diselesaikan pada tahun 2013. Jauh sebelum itu, 4 titik 

pada segmen unsurveyed pun sudah disepakati, namun ditolak oleh 

masyarakat lokal setempat. Bahkan beberapa titik pada kedua segmen 

tersebut sudah diselesaikan secara prinsipil pada tahun 2019 yang 

dituangkan dalam dokumen Agreed Principles. Bahkan pengaturan teknis 

pada titik Bidjaelesunan-Oben dan 4 titik lainnya pada segmen unsurveyed 

sudah berhasil diselesaikan, menyisakan titik Noelbesi-Citrana. Persoalan 

mulai muncul ketika pengaturan teknis pada titik Noelbesi-Citrana, di mana 

kedua negara tidak berhasil membagi wilayah Naktuka akibat perbedaan 

pandangan. Kegagalan ini turut menyeret beberapa titik lainnya semisal 4 

titik pada segmen unsurveyed, dan titik Bidjaelesunan-Oben yang telah 

diselesaikan. Alhasil, penyelesaian titik-titik yang lain pun mesti 

ditangguhkan sementara waktu: suatu tragedi yang bisa memicu peristiwa-

peristiwa seperti yang dialami oleh Petrus Taek Oki terulang kembali di 

masa depan. Semoga tidak! 

 

Pendahuluan 

Pada hari Senin, 25 Agustus 2025, Paulus Taek Oki, seorang warga desa 

Inbate, kecamatan Bikomi Nilulat, kabupaten Timor Tengah Utara, provinsi 

Nusa Tenggara Timur, Indonesia ditembak oleh anggota Unit Patroli 

Perbatasan/Unidade De Patrulhamento Da Fronteira (UPF) Timor Leste. 

Insiden penembakan itu dipicu oleh aksi protesnya bersama beberapa 

warga lainnya akibat pemasangan pilar batas negara yang dilakukan oleh 

warga Timor Leste di lokasi yang masih menjadi sengketa (Cahyaningrum, 
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